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PUTUSAN
Nomor 17 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah

memutus dalam perkara:

PT  TRI DAYA ALAM SEMESTA, tempat kedudukan di

Puriloka Blok A Nomor 8 Sungai Panas – Batam, yang

diwakili oleh Agus Ardiansyah, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman

Nomor 1 Batam Center – Batam;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Elan Suherlan, S.H.,

Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dan

kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 230 Tahun

2016, tertanggal 4 November 2016, tentang Pembatalan Pengalokasian,

Pengunaan dan Pengurusan Tanah atas bagian-bagian tertentu

daripada tanah Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan
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Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT  Tri

Daya Alam Semesta;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha No.

230 Tahun 2016 tanggal 4 November 2016  tentang Pembatalan

Pengalokasian, Pengunaan dan Pengurusan Tanah atas bagian-bagian

tertentu daripada tanah Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT  Tri

Daya Alam Semesta;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan

Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Putusan Nomor

6/G/2017/PTUN-TPI, tanggal 2 Juni 2017, kemudian di tingkat banding

putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan  dengan Putusan Nomor 175/B/2017/PTTUN-MDN, tanggal 24

Oktober 2017, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh

Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 147 K/TUN/2018, tanggal 27

Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2018,

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum sebagaimana Berita

Acara Sumpah Bukti Baru Nomor 6/G/2017/PTUN-TPI Juncto Nomor

178/B/2017/PT.TUN-MDN Juncto Nomor 147 K/TUN/2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

secara formal dapat diterima;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang

diterima tanggal 18 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada

Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

 Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

 Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.

147K/TUN/2018 tanggal 27 maret 2018 juncto Putusan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 178/B/2017/PT.TUN.MDN 

tanggal 24 Oktober 2017.

 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Nomor  06/G/2017/PTUN-TPI Tanggal 2 Juni 2017.

 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

perkara. 

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,

Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Kembali pada tanggal 30 November 2018 yang pada intinya agar menolak

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

tersebut Mahkamah Agung berpendapat: 

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,

karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan

Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan;

 Bahwa Tengugat dalam hal ini Kepala Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam berwenang dalam

menerbitkan objek sengketa dan secara substasi dan prosedural

penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat tidak

bertentangan dengan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan

Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 tahun 2016 dimana Tergugat sudah

memberikan cukup waktu kepada Penggugat untuk melaksanakan
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pembangunan melalui surat peringatan hingga 3 kali sampai terbitnya

objek sengketa namun Penggugat tidak melaksanakan pembangunan

yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak melakukan pembayaran

atas jaminan pelaksanaan pembangunan.

Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan

Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan

pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan

perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:
1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali PT  TRI DAYA ALAM SEMESTA;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata
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Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, bersama-sama  dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan,

S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK Rp 2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00
Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,
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H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001
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